BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR { TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMU DAHAN PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUIPATI ACEH RARAT DAYA

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan
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untuk mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam
pembangunan daerah melalii pemberian insentif dan/atau
kemudahan investasi oleh FPemeriniah Daerah Sevagaliitesia
dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; |

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
¥ermidaban Inveatasi di Daerah Pemerintah Daerah -dapat
memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah
kepada masayarakat dan/atau penanaman ‘modal sesuai
Kewenangannya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Insentif dan Kemulanan Fenanaman Modst
di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemioentuikan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Habupzten Acch Jovp Wahunaten Nagan Rava dan Kabupaten

1ﬁa}ﬁf&ig<vx; S Ry Bl
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,

Tambahan iembaiaii Negava Nomsor 41792);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara ivornor 4033 )

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Mindal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomior 67, Tambahan Lembaran Negara Repubilk inconesia

omor 4724); .
U ndsugndaamy Mormew 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

D;xerr-:thb &;:mb:nan Negara Republik Indonesia Tahun 20]'4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaundaina wlah bobemapa knb dinbah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Reéija inenjedi Cnlssg

P abian Y



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 03.30j;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peratuiran  Pemerintah  Nomar 24 Tahun 2010  tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63,
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Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang
Peny elenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Repubitk indonesia Tanun 20zZi Nomor 15, [ambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617};

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tamhahan Lembaran Negara Renuhlik Indanesgia Naomar 66181
Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
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indonesia Tahun 2021 Nomor g, ’I‘arnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6619);

iU0.Peraturan Fresiten WNomor Y/ Tahun 2014 tentang

BE,

12,

13.

i,

e

16.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221};

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indanesia Tahun 2021 Naomos 51\ seha soimons 4ols b A Aa

o T B R e PRI I-SE Y

dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
endang Bidang Usalia Fenanaman dod al{lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang
Fedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomoi- 930):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Repubhk

Tndev Talh a0 PN En Al Lt
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
20158 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negenl Naeo v 80 Tahwn 2013 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

reraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu Daerab fBerita: Negara Renmhbl IndamnadsMabe-o
2017 Nomor 1956);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
MQ(_‘_ _f_l‘_!._ Qo“ LY klﬂl\r o = -x

SLETST ST STIGOTITE A PNGIRG T ) Taiiuft ZUZ1
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Penzman Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik
i €sia Tiahun 2021 Nomor 243y;

Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomar 2\:



Menetapkan

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten
Acen Barat {Jaya (Lembaran Kabupaten aceh Barat Daya
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Dayva Nomor 112)seba_gaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomar 16 Tahun 2016 tentang Pemhentulian dan Suennan
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Dava {Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA.

RAR
KETENTUAN UMUM

Pront 1
LD L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i. Kabuparen Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut
Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yvang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dpﬂaxm-\ naraturan mv-u;nga o ﬁlq,nv’nu\“ Aol v mistern don

prinsip Negara Kesatuan Republik IndoneSIa berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1345, yaug dipimpin oleh seulang Dupair

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi
dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dayayang selanjutnya
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
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perangkat kabupaten.

4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati
adalal: Kepaia pemiernmian daeran Rabupaten yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

9. Dmas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya
vang selanjutnva disebut Dpmpten Naketrons  adalah
Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati
Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah
Y"‘l“’“"’""““ 2 "..‘..“lﬁ?.ILg DPeBfictads  ipoGa: el pcf‘!dy‘uldﬂ
terpadusatu pintu yang menjadi kewenangan kabupaten.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
sicEa , Lak penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di wiavah Negara
Republik Indonesia khususnva di wilavah Kabunaten Aceh
Barat Daya. :
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14.

15.

16.

19.

20.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam
modal dalam negern atau penanam modal asing.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari
Pemerintah Daerah kepada Masyrarakat dan/atau Penanam
Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal

dari  Pemerintah Daerah  lkenads  Maavaralkat  dionlaton
T Magearalat doan/aton

Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi
dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
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terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan
imbaian secara iangsung dan digunakan untuk Kkeperiuan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutniwva disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikary oleh Pemerintah Daerah untuk kenentingan arvane
pribadi atau badan.

Industri Pionir adalah industri yang memﬂxkt keterkaitan yang
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memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi
bagi perekonomian nasional.

. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selamjutnya disingk at

UKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh
individu, rumah tangga. maupun badan usaha kecil

Koperasi adalah badan hukum yang diberikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
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usaha, yang memenuh1 aspirasi dan kebutuhan bersama
d1b1dang ekonomi, sosral dan budaya sesuai dengan mnilai dan
1_.-1 nxbip AU}JCIQ;)L

Lokasi tertentu adalah usaha yang berada di daerah terpencil,
daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di
kawasan strategis tertentu sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan.

Perizinan khusus adalah nasha vang memeriukan _nerizinan
dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagal modal untuk menjalankan
wisand, yang memenuin aspirasi dan kebutunan bersama
dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan
prinsip koperasi.

- Sumber Daya Lokai adalah setiap bentuk faktor produksi yang

berdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan

teknolom dan keahlian atan ]zpn nroieg }s::pp ¥a nex heronmh.ar

dari lokasi di daerah. @ T

Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18
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Penduduk.

Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan
Remnudahan Fenanaman Modai yang selanjutnya disebut Tim
Verifikasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati
untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam
rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
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26.
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Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di
singkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh
perusalizan atau proyels-proyek investasi yang sedang berjalan
ataupun vang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat
Daya yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen
perencanaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat
Dava

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, plmpman lembaga, gubernur

- e

Sl &, hi.m .ql wahsc A a setedah pc:xanu us &l melakukan
pendaftaran.

Sertifikat Standar Kesehatan Pengelolaan Industri Rumah
Tangga yang sefanjutnya disingkat SKP-IRT adalah jaminan
tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas yang
melaksanakan wurusan Kesehatan terhadap pangan hasil
produksi industri rumah tangga yang telahmemenuhi
persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka
nradukei dan neredaran nraduk nenoan

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah
identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang
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wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah KTKW Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan
arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang Wﬂayah yang
diladikan acuan untuk perencanaan jangka paniang di
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya
disingkat YRIL adalah  pernglideaifilinsdsn | slvistallprizten
ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik
berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha
GUnkiK  ICHU Cnkan  Kestrugs aiFan | xonsep,  qefinisi, dan
Klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan
pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB 11
MAKSUD DAN TLLJUJAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam
rangka memberi petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan
Kein daiwn penanamian moaoai.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian
insentif
dan kemudahan pen amaman medal;

b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,
ekonomi

1-9«1@1.*«“-4... O S e O

menciptakan lapangan Kerja;

meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
NG orong pengemivangan ekonomi kerakyatan; dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai
berikut:
a. prinsip-prinsinp;
b. kewenangan;
c. jenis usaha;
2 hentuk insentif dan kemudahax;
e. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
f. pemohon;
g jangka wakiu dan frekuensy
h. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman

o

modal,;

dasar penilaian;

hak, kewajiban, dan tanggungjawab;
pelanoran dan evaluasi: dan
pembinaan dan pengawasan.

DA T'!’
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PRINSIP-PRINSIP

rasal <

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman  Mndal
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.

[~

{1)

(2)

hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan
ketentugan peraturan perurdan son awyla nz 2 m‘*ﬁ‘* & tomer
pemerintah Daerah dalam Setlap kebijakan  dan tindakan
dalam pemberian insentif dan kemudahan penahaman modal;
oot ars an FALgE Gl xsmuu iig pciigcl tai pt.‘.lldl&ua_nl yang samnma
terhadap penanaman modal tanpa memihak dan
menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha
Leriertu,;

transparasi yang mengandung pengertian' keterbukaan
informasi dalam pemberian insentif dan kemudshan
penanaman modal dan masyarakat luas;

akuntabilitas yang mengandung pengertian  bentuk
pertanggungiawahen  atas  pemberian  inenif  dan/atau
pemberian kemudahan penanaman modal; -

efektif dan eﬁswn yang mengandung pengertlan pertimbangan
yang rasiGrnod un choipinis scita _jdlﬂﬂldﬂ yang loemampaK
pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB V |
KEWENANGAN PENANAMAN MQODAL
Pasal 5
Untuk l‘!“f-‘ﬂ1ﬂ“ katltemy Parsmamean Modal 4§ kab Ui,

Pemerintah Kabupaten dapat membenkan insentif dan/atau
kemudaha.n penanaman modal sesuai kewenangan dengan

Pembenan insentif dan/ atau kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

R,



BAB VI
JENISUSAHA
Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian insentif
dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu
atoy I:Mr\'l'nﬁ tnvbanéyy

(2} Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana
d1maksud pada ayat (1) di atas, antara lain: |

usaiia ix utuu, nx:‘l,u, mcncngan aan [ atau Koperast,

usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

usaha vang terbuka dalam rangka nenanaman maodal vang

memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau

g usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal

Aoy nam pﬂv\ A-v\k ek

lari nemerintab sossd,
(3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) diatas meliputi:
sektor perikanan;

sexior penidu siiay

sektor perdagangan;

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakvat;
sektor kesehatan, obat, dan makanan;

sektor pertanian;

sektor transportasi:

=k tor lingkungan hidup;

sektor pariwisata; dan

(\t\.‘ - lv-\l-mnﬁ«l-q-ﬁ-.-_.—
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BAB VII

DENTUR UNomaN1iF AR KREMU DADAIN
Pasal 7

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
a. keringanan mank daerah:-
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil

By e M A R SR RN s e
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d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha
mikro, kecil, dant/atau koperasi di kabupaten;
£, maniuan iasias pelaunan vokast usana pulsro, Keci),
dan/atau koperasi di kabupaten; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.
(2} Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
nenvedia .sarana dan prasarana
fasilitas penyedia lahan atau lokasi;
pemberian bantuan teknis;

B B i e = . I P, oy PO DL TN
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melalui pelayanan terpadu satu pinty;

kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

Kemuaanan invesias: iangsung Kontrukst;

kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan vang berpotensi
pada pembangunan daerah;

U
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(2)

3)

(4

(5)

(6)

e S S _—— e

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di
kabupaten; |

j- kemudaban proses sertifiikasi dan standarisasi sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahan akses tenaga keria siap pakai dan terampil:

I. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Tata cara kegigtan promaosi sehqagaimana dimabkiand pade avat

(2) huruf m, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal8

FPernbenian insentil daiam identuk keringanan pajak daeran dan
pengurangan, Keringanan atau pembebasan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1} huruf a dan b
adalah sebagai berikut:

a. keringanan pajak reklame paling banyak 50% (lima puluh

ner. cm\ dari mnilai vang Aihitn v ne alah  timn  varifilmg i

pemrosesan izin reklame berlaku bagl badan usaha atau
penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi

- Py +
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b. pembebasan biaya refribusi persetujuan bangunan gedung
diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha
mikro, kecii, menengah dan/atau koperasi dengan Iluas
maksimal 1.300 m2 dan bangunan gedung ¢agar budaya.

Pemberian insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling

banyak 3 (tiga} kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterhitkan izin wnertama yome dilelvselren 'dieh Dopmpisp

Nakertrans.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

Yoo

ASE GAUCAL ynanza.!u invesiasi yaiig i ki alaias

Rpl10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
harga tanah dan bangunan, '

Pemiserian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil,
dan/atau koperasi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (1} huruf ¢ diberikan dalam rangka nengnistan
keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan
koperasi sesuai dengan kemampuan kabupaten dan peraturan
Pembenan bantuan untuk riset dan pengembangan usaha
untuk mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten
schagpiimana dimaxksud Galam Fasal 7 ayat (i} hurut d
diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelavakan
usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan
kabupaten dan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro,
kecil, dan/atau koperasi di kahunaten sshagaimans dimaleisd
dalam Pasal 7 ayat (1} huruf e disesuaikan dengan kemampuan
kabupaten dan disesuaikan dengan perawuran perundang-
un&nnaa«n

Pemberlan bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1} huruf f disesuaikan dengan peraturan

POTIGaNG- 3 Auamg: art.



Pasgl 9

(1) Pemperian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan

(2)

£

At

informasi di bidang penanaman modal sebaga:mana dimaksud
dalam Pasal 7 avat {2} huruf a beruna:

data dan informasi tertulis dan/atau lisan;

informasi/peta periwisata;

d‘—';f'l A‘J!’\ !X"\:f( '\,ﬂ'g\ao‘l fafq e \gvx I!l“.l '\Q'l’l."\,l‘\ lTrakbs nt ne -

frmm- = A AL Tawe

data dan informasi rencana umum penanaman modal
kabupaten;

encana stalegis dan pitoiiias kabupaven, dan

data dan informasi umum seperti brosur, buku profil,
selebaran, dan informasi lainnya di bidang penanaman
modal.

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf
b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana
penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitasi

air minum dan qag\d—uc\ mmnﬂnm Lrahunl; - o -\’_\IA R ra)
LoD

a2 op

¢
f

Kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyedlaan

infrastruktur industri dan penunjang.

Fasililasi poiydiaail iadan dan shasi sehagainana Guinaksua

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ adalah berupa mempermudah

proses statuskepemilikan lahan, pemberian informasi dan data

mengenal fahan dan lokasi yang cocok untuk berisvestasi

sesuai dengan RTRW, dan mediasi penyelesaian sengketa

lahan.

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d

pedalol seenla bewiml: hontion telonis wans diherilasn olah

instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan

Keiiainpuai savupaicii beiupa:

a. bantuan tenaga ahli, relawan, dan mengundang tenaga
magang,

b. peningkatan sumber daya manusia;

c. bantuan teknologi, sistem, dan aplikasi;

4. bhantuan alat transportasi:

e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau

f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sepelum

DU, PSS e ‘le-.l t\cnt 4-.=t-n-1_

LA—."Lmrm e

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan
percepatan pembenan penzman melalul pelayanan terpadu

» = 3T e Q) Laigpasf
Sa{u pm{h Scudgdlllidlld t.uxwuxbuu \ntmLun k)‘(ﬁ-ﬁm i \ Dy ~ihSsos

e berupa:

a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan SPPL
untuk usaha mikro kecil Ke amas,mmnSL EKIIS atiia
menggunakan NIB izin usaha dan mengisi formulir yang
dihintuhk:an:

b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan

SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan
o T T WU‘::‘_I:-A cag-fiﬁlzqf t'\ﬂl{\ml lnhnn keamanan DANgATL

isipay AEuri 2 wa wd

dan mengisi formulir yang dlbutuhkan ‘ i
c¢. mempermudah penzman melalui sistem  pernzinan

terintegrasi secara eids wumk,; dai _ m
d. semua pengurusan perizinan diproses di Dpmptsp

Nakertrans.



(6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah berupa:
a. iasilitast Kkerjasama pemasaran hasil produks1 dengan
pengusaha besar;
b. fasiltasi pemasaran hasil prduk secas onhrm dan offline;
c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
d. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

\}_v\dnv\,nt\ ~ “““g 1'“"\‘11“1,' A l‘."‘ L T e

i A Adasdlisijsaavasi da uwtlui. LWy

(7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada
PeiRbEn Funaii Najjupaten schagagnana dimaksua dalam rasai
7 ayat (2) huruf h adalah menyederhanakan perizinan,
kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak.

{5) Peraberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i adalah:
a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilavah:

b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan

c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam
herneaha malalanidiee atens gotuen ogas vomp Ehemink
pemerintah Kabupaten.

(9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan
Ee enitan pUafan | pelanGang-uii éangian | sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan
Kabupaten.

(10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakau dan terampil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) liruf k adalah
memproses kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang
tenaga Kkerja siap pakai dan terampil dari instansi danfatau

Q‘l(“\r\" -I-q-‘lrnw(» mosmerardio tasma e Lrata

Caal iiade Lhdacapgss 4...»‘-_,“

(11) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat () huruf 1 adalah memberikan
WiOTEESt tedian taxu yatig dibutunkan dan memiasiiitasi
penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses
pasokan bahan baku.

(12) Pemmberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2} huruf m berupa:
a. memberikan jasa nendamningan dar fim teknis:

b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai
kegiatan promosi Pemerintah Kabupaten

4 oy o Lyt enmnd o Lo e A |, B Aot de .
- i -..v‘:‘iog-:‘.‘ >~ Dea Limdavida Selanadan AL """"b‘“ Al\a&‘“ LExid PrAvAsaUOL

Pemerintah Kabupaten; dan
d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten memberikan insentif dan/atau kemudahan
penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
berpedoman kepada RUPMK dan/atan  hasil lka‘dsn  yang
mempertimbangkan potensi kabupaten dan @ nilai tambah
kabupaten.

Pasal 11

remerian Kabupaien aapat memioerikan 1 {satuj atau lebi
insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan/atau
masyarakat, sesuai dengan banyvaknyva kriteria vang dipenuhi dan
sesuai hasil penilaian tim verifikasi.



BAB VIII
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan
kepada penanam modal dan/atau masyarakat yang memenuhi
kriteria-

=

s R0

-1

-
]

= de

5 5

(a

{2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

memberikan kontribusi terhadap pernngkauan pendapatan
masyarakat,

NCOYESTRp \_muogsl.alj Lesar EHIaEs HE x_pt Luncu,

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
welnijerikan Konribust dalam peningkatan produk domestik
regional bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelaniutan:

pembangunan infrastruktur;

melakukan industri/ alih teknologi,

melakukan industri nionir,

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi;

bermitra dengnn usaka wiilas, kedil, imeikngaiiaiaa Kopesaw,
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas
nasional dan/atau kabupaten;

berorientasi ekspor; dan/atau

melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal.

Pasal 13

Kriteria membarikan  kantrihnal torhadepy penhpglatan
pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal
yang wehnimbalkan ur.uupcus. pt)bnh Dagi peningkaian
perekonomlan kabupaten.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan  jumliah investasi  yang dimiliki  diatas
Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
harga tanah dan bangunan.

Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang

dizevap poline sodlilt S1% (s pobdi.entl pigses) yang
dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten.

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal
solges Woai ia diisassud daiam Pasal 12 hurutf ¢ adalah bahan
baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam
kabupaten paling sedikit 51% {lima puluh satu versen! dari
vanan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian
kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.

Kriteria memberikan kontribnsi hagi neningkaten nelmaes
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah
untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti

ﬂn]onoﬂnh Ailddnmes mmam DAL~ Ao 1 Y
Slianlfy plradisddianduescss Cekadd r\s..g.-n & LCLAL

Kntena memberikan kontribusi dalam peningkatan dalam
peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana
d hamhsud daiam pasal 12 nuruf e adalan penanam modal yang
usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Kriteria  berwawasan lingkungan dan | berkelanintan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f adalah jenis

o



©]

(9)

(10)

(11)

(12)

(13} |

(14)

/13
=2

4

—— o e

usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam
dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.
Ariteria pemoangunan nirastrui<tur sevagaunana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan
usahanya mendukung Pemernintah Kabupaten dalam
penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang
dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan,
trotoar. lahan n.arlnr lemhﬂtﬁn dan lamn qnhuwa\nx.n

Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelajutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah

= tmmam e, ATV cemem M

SRS I dL JALE L\.,Bautml uocul[mj_yn sucusmmx n.cpaud.
teknologi baru.

Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan
SCagaunang UuDaksud daiam fPasal (2 hurur 1 adalah

penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki
keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki
nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
dan inovasi sehagaimana dimakeud dalam Pasal 12 huan 1
adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak
dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam

m;\mﬂn‘a‘n b Ay
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Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah,
dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
fiurul Kk adaian penanam modal yang Kkegiatan usahanya
bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau
koperasi.

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program
prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf m adaleh nepremn | medal wn 2 hosic taxn

sy Seitifoctis
usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah,
Rencana Pembangunan Jangka PanJang Daerah, Rencana

N N,

Prery ST Ean wuugn.a Hicnenr is-cux uabimﬂ, dall Kencana Umum
Penanaman Modal Daerah.

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam
rasai iZ huruf n adalah penanam modal yang hasil produksi
kegiatan usahanya untuk dieskpor.

BAB IX
PEMOHON

Pasal 14
Masyarakat dan/atau penanan modal yang seciang melakukan
usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat
menga jukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
Masyarakat dan/atau penanam modal yang baru mulai
mendirikan usaha dapat mengajukan insentif -dan/atau
kemudahan penanaman modal.

BABX

JANCKA TWIALOTUL Ty A2 DINTIrz yoaray
S Ariilw X A\ulxuux‘ul

Pasal 15

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan
dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.



Pasal 16

Jaugka wakiu Gan frekuenst tertentu pemioerian insenui dan
Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, antara lain:

a.

(1)

pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal
baru paling banyak 2 {dua) kali dalam kurun waktu S (lima)
tahun seik heronera. cinva kegiatan 1.saha

pemberian insentif kepada penanam modal lama paling banyak
2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian

Aan fotar; menanlesmt enai{lits—-
GARS ST DR HEE i

pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru
dan lama sepanjang badan usaha beroperasi;

Jugka wakiu 2 pemyosSesan  permoionan  sampal  dengan
ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan
penanaman modal paling lama 6 (enam)} buian sejak
permohonan diterima.

BAR XI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 17

Tasyaiakal —dangatau — penanam modal —men)/ampaikan
permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
kepada Bupati melalui DPMPTSP NAKERTRANS dan sesuai
dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:

a. Resiko Rendah

1. NIR: dan
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar.
L. Rediks Motengah Rendab (MR}
1. NIB;

2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
5. Pas foto perwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar.
c. Resiko Menengah Tinggi (MT)
1. NiB;

2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;

3. Pas phato herwarna vluran 43€ om s choyak 2 {tigs)
lembar;

4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan

Silggaian dasal peiusans w yang eian disankan oien

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika

berbentuk badan usaha);

Fro1i perusahaan (jika berbentuk badan usaha);

Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram

alur produksi (flowchartl dilengkani dengan nenislacan

detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika

memungkinkan dipresentasekan di depan tim verifikasi

nenilaian (ilta har bavslc e Jeem aonaloats
i v =i A e e el o T L SO -‘WA—‘“},

7. laporan perkembangan usaha bagi penanam modal
yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan
Priluasair usalia {jika Lerventuk badan usahaj;

8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi
dilampirkan surat perjanjian keriasama (iika berbentuk
padan usanaj; dan

oo
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(1)

2

(4)

5

i

9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan
investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
d. Resiko Tmnggi
1. NIB;
2. Sertifikat Standart {SS) berupa pernvataan mandiri:
3. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar;

4  FRatocorw neandirian den neruhahan dilanalbont dencnsn
e ke e Bt o LA RETEE Rl '__—;'—'-—;_"C._‘._‘_f’; [ =y —'Q__..—_

anggaran dasar perusahaan yang telah.disahkan oleh
Kementrian Hukum

T

Jden Hook Asasi Mantsia {(jike Uend ik rauin usalia),

5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);

6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram
alur produksi (fiowchart} dilengkapl dengan penjelasan
detail denganmencantumkan bahan baku dan jika
memungkinkan dipresentasekan di depan tim verifikasi
penilaian (jika berbentuk badan usahal;

Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal
vane eedana melabuban uecaha dam alen melokulbon
perluasan usaha (jika berbentuk badan usahaj;

8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi
Gilasipn Kan suiatl peymigian hefasama yina SRIGSinatk
badan usaha), dan

9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan
mvestasi yang dungiiikan {jika beribentuk badan usaha).

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran [ vang merujoakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~}

nan Xu
DASAR PENILAIAN

T2

Pasal i8

Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh Vtim
verifikasi perniiaian pemberian Insentif dan kKemuaanan
penanaman modal sebelum diberi nilai

I.ama waktu kaii dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh} hari kerja setelah berkas
permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket

0 o

T gl mmonanuOE L QLY
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Apabila nilai hasil _kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memenuhi Kkriteria, makan permohonan akan

oo o ) P WV o P Femmn T 4 dipakad danyi Lorin
QIKS Woatical: ZEE2  AMLGAdS fite BRLE,  aSessese 3 4 gpRAssp oSTo o facOntafies

setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap
oleh loket bagian penerimam}. il ‘ PRt M
Format nilai sebagaimana GImMaksud paua ayat {ij witdinies
pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Aari Peraturan Bupati ini _

Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi daiamn meiaKk sanakai
penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman

At Aldnnnslram lronada-
g i p— i L]

B e o

a. jenis usaha; dan

b. kritena. j
e A= = R . N PSP S, | _,z_"’__‘lf i 1] '\ mn"?ﬂf)\"n‘! ran
feniiaian studgaitba GHEGARIAG Pl So5s (5 5 70

bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan
diberikan kepada Penanam Modal.

L e T



(7) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan

(8)

9

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) didasarkan pada

banyaknya kriteria yang dipenulii oleh Penanamm Modal.

Pemerintah Daerah dalam memberikan ! Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal disesbaikan dengan:

a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau
kemudahan;

h L'ir\nrlo Lrnuqﬂaov\ nenanT mr\ﬂA}l

o kmer]a mana Jemen penanam modal dan

d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan
pamohonan inseiif dan/atau kemudaban penanaman
modal.

Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan

kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang

dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

RAR VIl
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

7 -

I O..Qd. 13

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak
U Ntk

a.

b.

)

fu

mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif
dan/atau kemudahan penanaman modal:

mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;

m@ndaﬂoebqn—t 1avrxnnn tamlyniﬁ ﬁmw‘ B I B

FINIT WS praARAUl adiiay r’quvm&M&

pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di
kabupaten; dan

mcnunpasla : mdimast Dast evaluas! wedadap perkembanigan
penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 20

Penanaim modal waiib:

a.
b.

o

d.

el

menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

. nn(‘rnn - v Troniimb s Ammam e o A =T Lo L
werearatice n Iypren | bomaten pinErssoon minlal Wiopads

meptsp Nakertrans;

menghormati karakteristik dan budaya kabupaten berdasarkan
tata fal Kol papa n masyardkat yang reigius; gan

menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap penanam modal bertange ing iawah:

a.

menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang

11mdamane-

e P )

menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian ]1ka penanam modal menghentikan, meninggalkan
sim 1 apenchinerkan Xegrian usanarnya secara sepihak sesuai
dengan ketentuan perundangundangan;

Y



c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan
usaha vang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain
yang merugikan negara/ dacrah;

men jpga kelestarian lingkungan hidup;

menciptakan keselamatan., kesehatan, kenvamanan. dan
kesegjahteraan pekerja;

menerapkan perinsip tata kelola perusahaan yang baik;
tanumInn tqumh ancial dan l1nmbnqaqn mnqqhagn

membuat dan memn wampaikan laporan perkembangan usaha ke
dinas/instansi terkait;

DT AEDNGaN O5a INGEaeuRE 2 aedisl  OuUAya  Drabiaia he
sekitar lokasi; dan

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

o a

g b

Pt
ks

| By

BAB XIV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal, sebagai berikut:

o P R T Y T S P e S > . | 170
= mavmunuu R .(Au li\m_l(km Ax !LL\JL’LA _ym.ls &L.BULL .-.\.3....110_ u_m L\L&l

dan/atau kemudahan penanaman modal wapb menyampaikan
laporan secara tertulis kepada bupati mélalui Dpmptsp
Nakertrans paling sedikit i {satuj Kali setahun;

b. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran IV vang merupakan bagzrian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inj;

¢. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif

Aq“ .JQ f a1y mm mpl‘\ 'Lra v -u'lnk-\q—\ Mq\ ey e wﬂl Al

TEATS Lislss R A

kabupaten kepada gubernur setlap 1 (satu) tahun sekali.

e Ll w e
alal Lo

Evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman

modal, sebagai berikut:

a. bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau
pehanam modal vang memproleh insentif dan kemndahan
penanaman modal melalui tim verifikasi setiap 1 {satu) tahun
sekali;

l.'\_ t\nmk‘xo-nr\ 1.1(\ agu\{-x Ao f ot v Lememm ol Lo o o ; D T i .

A ~
Faliotol inil ERLIC m‘-ov WAL mahd AR Added AR P AL WL‘MA‘MLI.A LCAEd  CALANAA ERG

dapat ditinjau kembali apablla berdasarkan evaluasi tidak lagi
memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan
penaianan nodal alau  tene niangan  dengan  Kete nidgan
perundang-undangan;

c. bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan
perianaman modal;

d. SOP sebagaimana dimaksud nada hurnf » ditatopkan melobii
Keputusan Bupati;

e. dalam pelaksanaan evaluasi pemberian insentif dan/atau

lm-ﬁﬁtlﬂgk@m T e H U T NPT . e e el
SIS AT PUIAIOITE THCUA WIESSGE ;mojma_ HE ‘...a..l,rv..t..'.?..u

penanam modal, bupati melakukan verifi kasi;

f. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan oleh
Tuu Venilicasi Frempepan Insentif dan Remudatsin Penanaman
Modal,

g



g. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemuda_fhan Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan melalui
Keputusan Btupadti. !

BABXV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan = penhgawasan
polansanann  pomberian meendil  daugalaun Reanmdauan
penanaman modal kepada masyarakat danfatau penanam
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangari..

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) secara teknis dilakukan oleh Dpmptsp Nakertrans bersama-
sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.

{3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
cecara herlkala seticin & {enam) halorm il

(4) Dpmptsp Nakertrans menyampaikan laporan hasil pengawasan
secara tertulis kepada bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

Upmptsp Nakertrans melaksanakan pengendalian pemantauan,
pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan
kepada bunati secara berkala.

Pasal 26

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan
secara berkala set1ap 3 (tlga) bulan untuk perusahaan yang masih
dalam u:uzay HOTISAT sy ti.:ﬁ..df pumudngunan}, aar »enap o]
(enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap
produksi/operasi/komersial.

Pasal 27

(1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
secara berkala berupa LKPM dilakukan seca_ra dalam Jarmgan

l(lt\rvr\ﬂ\ A Fobmnn poacca  am—meemem =1 131, T
Cis iy WAty cAldane  arawida il dAteadsealls J:uu. u,;uun uj.lxuusn..uncn

secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan
perkernbangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak

1 a._; L: i.tm vl

{(2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} maswvarakat dan/atau penanam modal
dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP NAKERTRANS.

BAR XVI
KETENTUAN LAIN

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal terhadap
poar stiian 1nsendl udak berfaku bagl penanam modal asing.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sstian araneg mengetahiinug  memarintablian neneoundmerin

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diuadangs an di Bldngplmc

pada tanggal 2024 M
nﬁ%ﬂwﬁr 1445 H

~

SEKRETARIS DAERAH
t KARIIPA'TEN ACEH BARAT NAVA /

B\~

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BAR/

intetapkan i Blang pae
pada tanggal AAUANY,
w2y

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DA’YAJ’J

e A XIR N o mEes
Lroad v swiiy b n.Jma.

AT DAYA TAHUN 2024 NOMOR {



Lampiran 1: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor § Tahun 2024

Langgaiig_arﬁé _4:} z_s T{M

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

o R . Saagpai€, coevenn. L.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Kepada Yth,

iviend apatkan insentl dan Bupati Aceh Barat Daya

Kemudahan Penanaman u.p. Kepala DPMPTSP dan

Modal NAKERTRANS

di-
Blonenidia

Dliagads telaindd,

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun 2023
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh
Barat Daya, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha :............occiiiiiiininonninn...

Bidang Usaha R e e e e S U e

Lokasi Usaha T R T T
LA L
Telp/Fax/Hp ......................
Ball. . i

I SR R S e Y b gl . EETE o e 28 = = - T
PTG s Pt moliohail  Gituk eniddpaikall ISt LQ4all semuianain

penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk:

| 1. Pemberian Insentif

| 1 | Keringanan mjak daerah |
| Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah

Pemberian bantuan modal

‘Bantuan fiasilitasi vokasi

2

X | i
| 4 Pamherian hantiian rest don nencambanann i

3

6

Bunga pinjaman daerah

i
|
I

ll. Pemberian Kemudahan

| Pemediaan data dan informasi dibidang penanaman modal [
| Penyediaan sarana qan prasarana |

Pendampingan /fasilitasi promosi

Percepatan pemberian/proses perizinan
| Pemberian bantuan teknis

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi

Wpvmsndoien dmaeadocd Allocnore —emto—io
y —— s N e s h‘.b‘&“ m‘hﬂ—ii l—ll—&“i—vb&u

| Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi

O |00 =TT A |G|

Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi

[
et

Kemudahan askses Eega - Kerja

[y
(=

_T|. ___,_______,_

Kemudahan pasokan bahan baku




Sebagai bahan pertimbangan

| —

| AN i

IzinUsaha

&

2

3 | Pas Foto berwarma ukuran 4x6 sebanvak 4 (empat} Lembar
4 Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkap dengan
anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementrian
Huolenm dan HAM

'5 | Profil perusahaan ; |
6 Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir/ Flow Cart) i i
LT | Lapuianpe Yachemgan usalia | |
Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan
terimakasih.
Pemohon
{ &
G 4

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYAL
Com o 4
Ny S —

DARMANSAH

EochlE S 1



Lampiran lI: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor £ Tahun 2024

:;a-\qa& PO AT

T:L%{&S ﬂ‘ Wy FATE
TR R 14450

FORMAT PENILAIAN

INO{ VARIABEL | INDIKATOR | ~ PARAMETER | NILAI !
1 |Menberikan | Memberikan ' (1) Jumlah investasi 1

| kontribusi | dampak Rp.11.000.000.000,- | sampai

tarhodon ! +nﬂt,2,_4: " ,-;,.,..,gﬂﬁ Br 15 Ralala) nnn_ggg |

'l | peningkatan penmgkatan {2) Jumiah investasi | 2

j pendapatan pendapatan rata- Rp.15.000.000.000,- | sampai

' | inasyaianatl fala masiarkal Qi ue 1gan KpLu, oue.duu,Guu,-

| sckitar  lokasi | (3] Jumlah investasi lebih dari| 3

j usaha | Rp.20.000.000.000,- S

i 2 | Menyerap Penggunaan {1} Jumiah tenaga kerja lokal dan 1

! sebagaian tenaga kerja daerah sekitar yang diserap

[ hesar tenasa lakal vang ! S04

| | kerja lokal dipekerjakan ({2} Jumlah tenaga kerja lokal dan| 2

.i | padf kegiatan déera_h sekitar yang diserap

>3i70 aan <Oillo
{3} Jumiah tenaga kerja lokal dan 3

daerah sekitar yang  diserap

lebih >60% ’

A O ke

s

|
|
|
|
'| |
3 |Menggunakan | Penanaman ‘(1) Rasio total biaya bahan baku 1

i
sebagaian Modal dari sumber lokal AN%.  eamma

' esar sumber | menggunakan dengan 50% i
é dayalokal | bahan baklf(ﬂ) Rasio total biaybahian b aku| 2
, Inlral 1 obikh heoo - sE4

{ (ORGP umL ouxuu\,& ;umx u.n).- Sail uycu |
g .| dibandingkan dengan 60% || !
% 'bahan baku | (3] Rasio total biaya bahan baku| 3 |
|  yaug diarinii dan sumber lokal lebih darai{ i
| dari luar daerah|  &09 |
r i | yang digunakan | |
| { dalam kegiatan | - [
{ | usahanya '
| 4 | Memberikan | Ke_siatan  jceaha 1) Klinilh/lade snwisaa (T30 ’-.:1..:':.:1‘ A
| i kon}ribusi bagi | l yang membantu i ) Perguruan Tinggi Akademik K 2 |
: peningkatan | pelayanan publik l dan non Akademik }
| | palovanan : TELanreditast ,
. publik | (3) Rumah Sakit minimal Tipe B | 3
| 5 Memberikan | Peningkatan (1) Pertumbuhan  nilai = total | 3
| | konuibusi | totai  produksi | produksi penanam modal |
| | dalam penanam modal ! meningkat rata-rata kurang |
i I peningkatan { baik verkiizzan | i ﬁoé,ft?huq
| | produk maupun 1{2) Nilai total produksi penanam | 2

| domestik | realisasi nya l modal meningkat antara %

| regional hrito foan ey
-~ 3 A Sy LCliMLE]

| | (3) Nilai total produksi penanam| 3 J

1 modal meningkat lebih dari!
| 1Y%/ tahin =
| 6 | Berwawasan IKeglatan usaha ‘ (1) Memiliki dokumen AMDAL, 1

; lingkungan tidak  merusak | UKL-UPIL.

: jaan ‘ ‘lmgkungan serta | (2] Memiliki Dokumen AMDAL,| 2 |
{ l berkelanjutan l ekosisten alam ) UKL-UPL namun tidak |
. {  danfatau :r;:-*r.uaﬁr uleiig  iinpahnya :
| | berdampak | (Produksi Bersih) | |




| besar dan | (3) Memiliki Dokumen AMDAL,| 3 ‘
i 5 penting bagi UKL-UPL dan melakukan daur |
| I| angrungan ulang fOmbannya (Froduksi: :
{ : Bersih |
| 7 | Pembangunan | Ke.matan (1) Kegiatan usaha vang 1
| infrastruktur | usahanya menyertakan  pembangunan
‘ mendukung FASOS _
E\Pm“!“'[ﬂ'ﬂh l")} K“?jat"“! naaha wana | [7)
| i daerah  dalam menyertakan pembangunan
| | penyedi aan FASUM
-' ! insSesinlitur | 13) Kegialan usalia yang, O
atau sarana menyertakan  pembangunan
prasarana yang FASUM dan FASOS |
| | dibutuhikan | |
8 | Melakukan | Kegiatan (1) Alih teknologi untuk 1
| industri/alih | usahanva kebutuhan listrik y
teknologi mengarah | (2} Alih teknologi untuk 2 |
kepada teknologi kebutuhan air bersih l
harn A kL tolme doxd -_:-.-43_-1_- 2
kebutuhan pe ngganu bahan |
bakar |
S | MiCiasiamai fusicd yang ({ij riegatan usana bukan jenis; i
industri pionir | memiliki kegiatan usaha baru di l
keterkaitan luas, kabupaten Aceh Barat Dwa "
| ' memberi  nilai [ (2) Kegiatan usaha baru di! 2 |
l | tambah dan kabupa ten eh dsarat daya i
| eksternalitas namun b ikmie Lesinton
| tinggi, usaha baru nasional | |
memperkenalkan | (3) Keglatan usah jenis kegiatan | 1 3 ;
teinclsm bam, | aSANa Dalu uastoinal |
memiliki nilai |
strategis  bagi |
- pelckgiomuan |
J nasioral dan
S | daerah |
10 | Melaksanakan | Kegiatan (1} Kegiatan usaha litbang dan| 1 |
kegiatan usahanya inovasi tapi tidak mengolah
| neneliﬁan ?’\Prgeral( }"tﬂ‘hﬂﬂfﬂ Annvvﬂn
pengembangan | dibidang (2) Eueglatan “usaha Ltbang dan| 2 |
dan inovasi penelitian  dan inovasi  mengolah potensx
_ ! pougeiivangan daerian | i
' inovasi teknologi |(3) Kegiatan litbang dan| inovasi| 3
| dalam mengelola mengolah potensi daerah serta | |
.‘ | | potensi daerah |  menguntungkan bagi daerah | |
' it | Bermitra Kegiatan (1) Kegiatan usaha yang | |
[ { dengan usaha | usahanva melalulkan Lemiteonm 4o =3 | |
; | mikro, kecil, | melakukan belum secara fungsional
|F | menengah, kemitraan (2) Kegzatan usaha yang 2
| atawi kopersei lde nga = we  lakukemniuman secara |
' pe. ngu - s a.l'}. a fur gsio nal
| fifiye, - Heoil ' usaha vang! 3 !
' laclicngah atau | melakukan Kkemitraan secara | |
’ koperasi fungsional dalam tahap ‘i
| | produksi nema.caran |
| 12 ] Mel.akukan | ‘Penanam modal | | {1} Kegiatan usaha sesuai dengan | 1 |
[ kegiatan ‘ ‘ yarg usahanya| 1 (satu] dokumen perencanaan { |i
| usaha sesnuai e anal dﬁt\ﬂ-’iﬁ -l Tro i :
i !den S | Vg Aaimdalecids uoaua SES U ucugd.u P PA |
L | dengan |Rencana  Tata| 2 (dua) dokumen perencanaan | |




| | program Ruang Wilayah | (3) Kegiatan usaha sesuai dengan l
| prioritas Kabupaten Aceh | 3 (tiga} dokumen atau lebih 1 1'
LaASIOLEL | Darat Daya, '
l dan/atau Rencana |
| kabupaten Pembangunan | )
T Jangka Panjang | ! ;
! - Daerah (RPJPD) |
1' t Kahunaten Aceh -
| ' Barat Daya, , i
Rencana |
| Domhaongrnan .' -
' Jangka |1 5
‘ .r Menengah ] |
- ' |: Dacrail {Krdh)
! .| Kabupaten Aceh
; | Barat Daya, {
_' ' Rencana Umum |
E Penanaman
| Modal  (RUPM |
i i Kabupaten Aceh |
Barat Daya.,
Loeroo om { i
strategis cepat ' "
tumbuh .
13 | Derurienuasi Hasii produkst | (i} %%6-25%  hasil  produksi| 1
ekspor kegiatan usaha diekspor
| untuk diekspor | (2} 25.1%-50%  hasil bproduksi 2
I‘ ' diekspor |
i (3) Diatas 50% hasil produksi 3
{ -lnn',-ﬂ-“ﬂ-‘
14 | Melestarikan t Kég_iatan (1) Keglatan usaha tidak 1 J
situs se;arah 1 usahanya mendukung pelestarian situs |
Gan {ada noal | meiesiarikan sejaran dan tata nilal budaya |
budaya lokal situs sejarah dan Kabupaten Aceh Barat Daya
tata nilai budaya | (2) Kegiatan usaha memberikan 2z
| loral dukungan secara tidak |
i langsung terhadap pelestarian
| sitne saiarah dan i niled :
budaya Kabupaten Aceh Barat |
Daya ' 5
o) Kegratan FECTITY lerKait | 3 |

langsung dengan pelestarian
situs sejarah dan tata nilai
budaya Kabupaten Aceh Barar
Daya

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal,

Sekretaris,

1. o}
Anggota I,

B e s s )
Anggota I1l,



2. Skala Prioritas Penilaian
Skala prioritas pemberian skor/nilai untuk pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai
hevrilaat:
a) Skor nilai antara 13-22 = prioritas rendah dapat diberikan insentif dan
kemudahan penanaman modal minimal

b &or uillad antava 23-32 = priviitas selayg  Jdibeunan  usenar  dan
kemudahan penanaman modal
c¢) Skor nilai = 33 = prioritas tinggi diberikan insentif dan

Kemudahan penanaman modal

Pj. BUPATI ACEH BARAT DA'YA 4
i/ = A’a'\

—A ey t——

DARMANSAD



Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor { Tahun 2024

FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF |
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BUPATI ACEH BARAT DAYA

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
NOMOR: .../...}.../20...

Nama Pertisahaan/Pengusaha ... ... e :
NIB S b B s s S s e e s
Bidang Usaha L e e
¥ ol 1:’;‘!""‘""21 - J?
B LAAEANS  She LI 8 ~ e’ Gk EeRENEY b EEE S EESE A SdtevAE ETmeE AN 4 LEm K 4 e e MEAERE bk
Gampong.......cc..eeveeene Kee Gt e mee
BIAIL. ..o covemincssnssmionssesssmmnsasnisnsss by st
N EPwe e e s s R
Modal L R T e e T
MEMUTUSKAN
KESATII - Tethituna wmulai tanaenl , = ambordron  irmopedis
rchitung amgeenl harlren imsentis
dan kemudahan investasi, berupa
O S S Wy NS = p——
>
P RN . > ‘e e m
- R . .
4, .

KEDUA  : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinva.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia di Jakarta;

4. Guidernur Aceh di 3anda Aceh;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;

4. Arsip.

Pi. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH



Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 1 Tahun 2024

2024 M

langgai 4, JEMBbeiN,

22 juwsﬁeﬂtﬁm 445 H

FORMAT LAPORAN

A Lanoran Penggunaan Insentif dan /atau Kemudahan Penanaman Madal

Nama Perusahaan

Eomor Induk Berusaha

Jumlah Tenaga Kerja Tetap

1

2.

3. | Bidang Usaha
4

5

Jenis in sentif vang dinannlah
a.
b.

Ao

LR AN

6 . |Jeniskemudahan yang diperoleh:
A

b.
dst.

7. | Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif

a. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha!
| |

|
seipeium dibenkan mnsentit | |
b. Omzet penjualan/milai transaksi usaba | : J

qafal -;1- r{'k.:u-'l[n -+, T ST o i

ey |

i 8. . Penggunaan msentlf (beri tanda x pada kolom yang tersedia)

I "1 DPDom~bolim— L_t._ L. =
SERERESS ISR aR U TR IS T uu.i\u

| ‘—J restrukturisasi mesin produksi
[ 1 Produksi &

I_‘ Peningkatan kesejahteraan

R
Y J “ ‘-“, A

Penambahan biaya promosi

Produk lainnya

'.._ e ——— e e

B. Pengelolaan Usaha
1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik;
1} Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus
memperokh insentif . orarg
2} Jumlah Kkaryawan yang mengikuti pelatthan khusus
memperoleh insentif ... orang.
b. Peningboden bannsite: xl.:._rycxﬂa.z.l in €l perRd nan wmun
1} Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan urthum
rnemperoleh insentif ... orang;
Zj Jumiah Kkaryawan yang mengikuti pelatihan umum
memperoleh insentif ... orang.
2. Bidang Produksi
a. Volume produksi sebelum diperoleh insentif:

sebelum

sesudah

sebelum

sesudah



b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif.
3. Bidang Pemasaran

a. Volwe produk yang dipasarikan seijeium diperoien msenut,
1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi;
2) Orientasi pasar luar provinsi.

b. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif;
1) Orientasi pasar dalam 1 {satu) provinsi;
2} Orientasi nasar iar nrovinsi .

e Rencana Kegiatan Usaha

Ey P Aoee  mvmemreoToas L A & R > iR i P2 P
‘_~ T'?w-‘mff P.wﬁ.l-w NaTldld yCLAJu“‘““I. rtﬁuu&x 3 v_ngal Toritiih L\.\AA\.,VCLI.I ST LTalLy

dlperoleh insentif:

T —

; Iatiiill . Volume Froa usst | Volume Penjuatan |
1 ! | |
2 . | |

L3 ! 1 |

2. Ridang ueaha lainnvo (dveefilasd vang skan &lreriohan sstdad mcaporeich

insentif:

a. Bidang perdagangan (sebutkan)

o3

2,
L. Bidang jasa {(seduiaii),

c. Bidang pengolahan {sebutkan). |
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
{ber1 tanda xJ:
a. Melalui perbaikan mesin (—]
b. Melalui pengeantian sehagian mesin / neralatan nrodnkei —1

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYAq)

—Aoimeyre_—

DARMANSAH



Nomor :
Sifat ;i

%

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 22 Desember 2023
100.2.2.6/9060/0OTDA Yth. Pj. Gubernur Aceh
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Tembusan:

Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/18116 dan Nomor: 180/18261
masing-masing tanggal 13 Desember 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan
persetujuan bagi Pj Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap
2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:

(@) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan

b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Tunjangan Khusus
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya.

2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai
dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34/3808/0OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan
dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas
dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah
(ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui
untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan
kebijakan kepala daerah sebelumnya.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah
Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,
Dokumen ini lelah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Otonorms Daerah
u Dr. Akmal Malik. M.Si

Fembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangari secara elektronik
menggunakan sertifikatelektronik yang diterbitkan oleh BSTE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.
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1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9060/OTDA
tanggal 22 Desember 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:

(@ Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh
Barat Daya; dan
b. Pemberian Tunjangan Khusus pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya,
dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya
telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati
dimaksud.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera

menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian dan terima kasih.

a-m GUBERNUR ACEH
KRFSE ARI S DAERAH,

\+<_  BUSTAMISEMSi
‘~P BINA UTAMA MADYA
—=NIP. 19670722 199603 1 002
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